
Rencana Strategis 2015 - 2019
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR



 

 

RENCANA STRATEGIS 
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renstra 2015-2019 BPS Provinsi Jawa 

RENCANA STRATEGIS 
ADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

2019 BPS Provinsi Jawa Timur            1 

 

 
RENCANA STRATEGIS  
ADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR 

2015-2019 
 

Provinsi Jawa Timur 



Renstra 2015-2019 BPS Provinsi Jawa Timur            2 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR 

2015-2019 
 

 
No. Publikasi  : - 

Ukuran Buku  : 18,2 x 25,7 cm 

Jumlah Halaman : 63 hlm 

 

 

Naskah 

Sub Bagian Bina Program 

 

 

Gambar Kulit 

Ahmad Tadjeri, Staf Sub Bagian Urusan Dalam 

 

Sumber gambar:  

Diunduh dari: http://www.vectorsland.com/vector/abstract-orange-background-free-

10755.html 

 

Diterbitkan oleh 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

Juni 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya 

 
 
 
 
 

 

 



Renstra 2015-2019 BPS Provinsi Jawa Timur            3 

 

 

KUTIPAN 
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, 

dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam pembangunan nasional, maka Badan 

Pusat Statisyik perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi,  misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun 

kedepan; 

Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat 

Statistik Tahun 2015-2019; 

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3683);  

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 

 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3854); 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat 

Statistik; 

  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

  7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah; 

  8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat 

Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN 

PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019 

    

    

   Pasal 1 

   Rencana Strategis pada Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam 

Peraturan ini disebut sebagai Renstra BPS Tahun 2015-2019, memuat gambaran umum 

situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan 

statistik, serta program dan kegiatan Badan Pusat Statistik.  

    

   Pasal 2 

   (1) Renstra BPS Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

bidang statistik dan digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah bidang statistik selama kurun waktu 2015-2019. 

 

(2) Renstra BPS Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai 

pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masing-masing 

instansi vertikal BPS tersebut. 

 

(3) Penyusunan Renstra pada instansi vertikal BPS Tahun 2015-2019 harus memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

 

   Pasal 3 

   Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. 

    

   Pasal 4 

   Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

        
Ditetapkan di: Jakarta 

       Pada tanggal: 30 Maret 2015 

        
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

 

                    ttd 

 

                        SURYAMIN 

 
 
 
 
 



Renstra 2015-2019 BPS Provinsi Jawa Timur            5 

 

 

Kata Pengantar 
 

Setiap lima tahun sekali, setiap instansi pemerintah dilingkungan Kementerian/ 

Lembaga (K/L) diwajibkan untuk membuat dokumen Rencana Strategis 5 Tahunan. Rencana 

Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 

merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS 

untuk 5 tahun ke depan. Penyusunan dokumen tersebut mengacu kepada Renstra BPS Pusat 

serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 

pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.  

Esensi dari pentingnya penyusunan Renstra tersebut adalah bahwa BPS mempunyai 

benchmark yang jelas dan terarah dalam mencapai sasaran, agenda, dan misi dalam 

pengembangan perstatistikan baik di daerah maupun pusat. Semua unit kerja, satuan kerja, 

pimpinan, dan staf BPS harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi 

pada peningkatan kinerja (better performance).  

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan semua agenda dalam Renstra tersebut 

dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk 

Semua, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun. Perubahan atau revisi muatan dalam 

Renstra termasuk indikator kinerjanya dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

perubahan proses bisnis.  

Renstra BPS Provinsi Jawa Timur menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan 

teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun 

waktu 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing 

bidang/seksi di lingkup BPS Provinsi Jawa Timur dan diimplementasikan setiap tahunnya 

dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Provinsi Jawa Timur.   

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini diucapkan terima 

kasih. Saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.  

        Surabaya, Juni 2015 

 

            Kepala Badan Pusat Statistik 

                   Provinsi Jawa Timur, 

 

 

 

 

          M. Sairi Hasbullah, MA 
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Ringkasan Eksekutif 
 

BPS Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, 

pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di 

lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur serta melakukan pembinaan terhadap BPS 

Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. 

Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran 

BPS Provinsi Jawa Timur sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan 

administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan 

nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019.   

Visi BPS Provinsi Jawa Timur sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik 

terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 

pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik 

yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik 

Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 

(3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan 

perstatistikan.  

Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai 

sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan 

pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan 

strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode 

Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) 

kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk 

mendiseminasikan data statistik kepada penggunanya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola 

(governance) di dalam organisasinya.  

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam 

sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). 
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Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS 

Provinsi Jawa Timur 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Jawa 

Timur untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. 
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1.1 Latar Belakang 

Dua dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara  

Undang-undang tersebut mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait 

pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan 

kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), 

penganggaran terpadu (Unified Budgeting), dan penganggaran berbasis kinerja 

(Performance Based Budgeting). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara 

perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas 

organisasi. 

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Dalam Perpres tersebut Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja 

secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan 

Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, 

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi 

kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi 

landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.  

 

Selain itu terdapat dasar hukum BPS dalam melaksanakan tugas yang menjamin 

kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang statistik, antara lain: 

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan 

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643). 
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Badan Pusat Statistik sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani 

masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan.  

Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan 

kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, 

pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, 

penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, 

komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

mewujudkan good governance. 

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan 

sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi 

Jawa Timur perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan 

administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan 

fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan 

clean goverment di Indonesia. 

Rencana BPS Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tugasnya selama 5 tahun 

dituangkan dalam Renstra BPS Provinsi Jawa Timur  Tahun 2015-2019 yang mengacu pada 

Renstra BPS Pusat tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Jawa Timur  Tahun 2015-2019 

berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS Pusat 2015-

2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan 

pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur  akan menjadi 

lebih terarah, efektif,  dan efisien. 

Selain itu, Renstra BPS Provinsi Jawa Timur  Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi 

seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke 

dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

1.2 Kondisi Umum 

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah 

penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi 
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pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang 

berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan 

salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja 

menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat 

untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. 

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, 

mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut 

belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. 

Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Program Penyediaan 

dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem 

data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJMD, dalam rangka mendukung 

pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. 

Selama ini, BPS Provinsi Jawa Timur telah menghasilkan beragam data dan indikator 

sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus 

Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator 

tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. 

Lebih jauh lagi, BPS Provinsi Jawa Timur juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah secara 

umum dan kebutuhan pemerintah daerah secara khusus. Kebutuhan data pemerintah 

tersebut antara lain:  

 Pendataan Sosial Ekonomi 2005  

 Pendataan  Program Perlindungan Sosial 2008 

 Pendataan Usaha Tani 2009 

 Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 

Kegiatan pendataan tersebut dilakukan untuk mendukung program-program khusus, seperti 

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejenisnya. 

Dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa 

Timur juga menyediakan data atau indikator-indikator yang digunakan dalam pembangunan 

daerah.  
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